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Penerapan Teleconference untuk penghadiran saksi dalam Persidangan Pidana menimbulkan perdebatan
panjang. Disatu sisi perkembangan hukum ketinggalan jauh dengan perkembangan masyarakat, apalagi bila
diperbandingkan dengan kemajuan teknologi sedangkan disisi lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana{ KUHAP} sebagai basis acara Pemeriksaan Perkara Pidanatidak mengaturnya. Pasal 185 KUHAP
ayat (1) yang isinya sebagai berikut "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apayang saksi nyatakan di
sidang pengadilan”. Kalimat yang saksi nyatakan di sidang pengadilan inilah yang menjadi titik tolak
perdebatan. Disatu pihak mengatakan bila saksi tidak hadir langsung secarafisik kedepan persidangan
kesaksiannyatidak sah, di pihak lain menyatakan bahwa dengan tel econference saksi sudah hadir
dipersidangan, karena keterangan saksi tetap dapat di Cross-Check oleh kedua belah pihak dan fisik saksi
dapat dilihat pada layar monitor yang ada. Berkaitan dengan permasalahan hukum pembuktian, tujuan
penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada mengenai teleconference
sebagal salah satu alat bukti dalam memeriksa keterangan saksi, khususnya kekuatan bukti keterangan saksi
melalui teleconference dan legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh melalui teleconference. Permasalahan
hukum pembuktian Teleconference terkait dengan kekuatan bukti dan kekuatan pembuktian tidak
bertentangan dengan asas-asas hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa
asas-asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana yaitu asas terbuka secara umum, asas pemeriksaan
secara langsung,asas peradilan cepat, sederhara, dan biaya ringan,asas kelangsungan/oral debat. Penggunaan
teleconference sudah memenuhi syarat materiil dan syarat formil KUHAP. Dalam syarat formil tidak terlihat
adanya hambatan, kecuali pasal 185 ayat (1), Penerapan Teleconference justru menutupi kelemahan Pasal
162 KUHAP karena dengan teleconference maka tetap dilakukan dialog dan tanya jawab serta melihat
emos saksi selama memberikan keterangan. Padoaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan
legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh mutlak dilakukan karena beberapa Undang-undang sebenarnya
telah memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti seperti RUU Informasi dan Transaksi Elektronik,
RUU Perlindungan Saksi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, UU Terorisme.
Berkaitan dengan hal itu KUHAP sebagai "UU Payung" mestinya mengakomodasi Perkembangan Alat
Bukti modern khususnya Teleconference sebagai data Elektronika.
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